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RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
Penyusunan Rencana Aksi Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kalimantan I merupakan langkah strategis untuk menjamin ketercapaian 

sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). BP3KP 

Kalimantan I sebagai unit pelaksana teknis di wilayah Kalimantan khususnya dengan wilayah kerja 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat penting dalam 

mendukung kebijakan nasional terkait penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, 

serta pengembangan permukiman baru yang berkelanjutan. 

Secara khusus, latar belakang penyusunan rencana aksi ini didorong oleh beberapa faktor: 

a. Kebijakan Nasional dan Target RPJMN. Pemerintah menargetkan pengurangan backlog 

perumahan dan peningkatan kualitas permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR). Balai berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan tersebut di tingkat 

regional. 

b. Kondisi Wilayah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Tantangan geografis berupa keterbatasan aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta 

kebutuhan infrastruktur dasar menuntut adanya perencanaan kinerja yang adaptif dan 

kontekstual. 

c. Akuntabilitas dan Transparansi. Rencana aksi kinerja menjadi instrumen untuk memastikan 

setiap program dan kegiatan dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

d. Koordinasi Lintas Sektor. Penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak 

dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, 

dan masyarakat agar hasil pembangunan lebih berdaya guna dan berkelanjutan. 

e. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, 

rencana aksi kinerja berfungsi sebagai pedoman untuk memprioritaskan program yang paling 

berdampak, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan. 

Dengan demikian, penyusunan Rencana Aksi Kinerja bukan hanya sekadar kewajiban 

administratif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan visi pembangunan 

nasional dengan kebutuhan lokal. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan operasional 

dalam mengarahkan kegiatan balai secara terukur, memperkuat peran strategis Kalimantan 

sebagai wilayah pengembangan baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan 

berkelanjutan. 
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1.2. TUGAS DAN FUNGSI 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal 

Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

mempunyai tugas, yaitu: 

a. Melaksanakan penyediaan perumahan; 

b. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan; 

c. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman; 

d. Melaksanakan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan 

e. Melaksanakan fasilitasi serah terima aset. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kalimantan I sebagai UPT menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, 

pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan 

peningkatan kualitas perumahan; 

b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan; 

c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; 

d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan 

permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan 

dan peningkatan kualitas perumahan; 

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 

f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman; 

g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan 

kerusuhan sosial; 

h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian; 

i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan; 

j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan; 

k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman; 

l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan; 

m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; 
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n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem 

pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan 

penyuapan; dan 

o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan 

hukum balai. 

 

1.3. STRUKTUR ORGANISASI 
Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri 

dari: 

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; 

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I; 

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan 

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 

 

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT 
 
No. Jabatan Tugas 

1 Subbagian Umum dan 

Tata Usaha 

a. Melakukan penyusunan program dan anggaran,  

b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, 

dan administrasi sumber daya manusia,  

c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi 

keuangan,  

d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi 

dan pembangunan zona integritas,  

e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem 

pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, 

komunikasi publik, serta layanan hukum balai. 

2 Seksi Pelaksanaan 

Wilayah I 

a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi 

penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan 

permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan 

konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan 

permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan 

b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, 

pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai 



�

9 
 

 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
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dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, 

perdesaan, dan pesisir. 

3 Seksi Pelaksanaan 

Wilayah II 

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan 

rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, 

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah 

dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, 

pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan 

perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai 

delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir. 

4 Jabatan Fungsional 

dan Jabatan 

Pelaksana 

Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi UPT 
 

1.4. ISU STRATEGIS 
Isu strategis yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kalimantan I tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga 

menyangkut dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Pertama, 

tantangan kebijakan nasional berupa target pengurangan backlog perumahan dan penanganan 

kawasan kumuh menuntut balai untuk menyelaraskan program dengan RPJMN, Renstra 

Kementerian PUPR, serta kebijakan daerah. Hal ini memerlukan konsistensi perencanaan, 

sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi kebijakan 

berjalan efektif. 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Subbagian Umum 
dan Tata Usaha 

Seksi Pelaksanaan 
Wilayah I 

Seksi Pelaksanaan 
Wilayah II 

Jabatan Fungsional dan 
Jabatan Pelaksana 



�

10 
 

 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Kedua, dari sisi sosial dan demografi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kalimantan 

menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak huni. Masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, 

sehingga diperlukan inovasi skema subsidi, kredit mikro, maupun kemitraan dengan lembaga 

keuangan. Selain itu, keberagaman budaya dan pola permukiman masyarakat lokal menuntut 

pendekatan pembangunan yang adaptif dan inklusif. 

Ketiga, dari aspek ekonomi dan pembiayaan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi 

isu strategis yang harus diatasi melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi program, serta 

penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Fluktuasi harga material konstruksi juga berpotensi 

meningkatkan biaya pembangunan, sehingga strategi pengadaan dan distribusi material harus 

dirancang dengan cermat. 

Keempat, dari perspektif lingkungan dan tata ruang, keterbatasan lahan di kawasan 

perkotaan serta potensi konflik penggunaan lahan dengan sektor lain (perkebunan, kehutanan, 

industri) menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, 

dan tanah longsor mengancam keberlanjutan permukiman. Oleh karena itu, penataan kawasan 

harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta 

perlindungan lingkungan hidup. 

Kelima, sinergi kelembagaan dan tata kelola menjadi isu strategis yang krusial. 

Keberhasilan program perumahan dan permukiman tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian 

PKP melalui BP3KP Kalimatnan I saja, melainkan membutuhkan koordinasi erat dengan 

pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi, 

akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk meningkatkan 

kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program. 

Dengan demikian, isu strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kalimantan I mencakup tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan holistik, 

integratif, dan adaptif. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja harus mampu menjawab isu-isu tersebut 

melalui strategi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dan keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah 

kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. 
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2.1. PENETAPAN TARGET 
Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kalimantan I ditetapkan dalam periode triwulan I, II, III, dan IV. Penetapan target kinerja tersebut 

merujuk pada Dokumen Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I Tahun Anggaran 2026. 

Berikut ini penetapan target kinerja yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan 

unit organisasi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, 

Ditjen Perumahan Perkotaan, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. 

 

2.1.1.  Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal 
Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Sekretariat Jenderal merujuk pada 

Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada 

tanggal 10 April 2026. Tabel 2.1 menunjukkan Rincian Target Capaian per triwulan Tahun 

Anggaran 2026. 

Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I  
(Sekretariat Jenderal) 

 
Pada Program Dukungan Manajemen ditetapkan target sejumlah 16 (enam belas) 

Layanan/ Unit dengan keluaran berupa Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan 

Sarana Internal dengan total anggaran sebesar 2.332.106.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh 

Dua Juta Seratus Enam Ribu Rupiah). dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 

25%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026. 

 

2.1.2.  Penetapan Target di bawah Ditjen Kawasan Permukiman 
Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Kawasan Permukiman merujuk 

pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Kawasan Permukiman yang 

ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2026. Tabel 2.2 menunjukkan Rincian Target Capaian per 

triwulan Tahun Anggaran 2026. 

 

ANGGARAN

Jumlah Satuan Pagu TW-I TW-II TW-III TW-IV

WA 16 Layanan, Unit 2.332.106.000     15% 50% 75% 100%
7665 16 Layanan, Unit 2.332.106.000     15% 50% 75% 100%

16 Layanan, Unit 2.332.106.000     15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Layanan Umum 3 Layanan 117.864.000        Layanan Umum Biro Umum 15% 50% 75% 100%
2) Jumlah Layanan Perkantoran 3 Layanan 2.075.279.000     Operasional dan Pemeliharaan Kantor 15% 50% 75% 100%
3) Jumlah Layanan Sarana Internal 10 Unit 138.963.000        1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 
Komunikasi

15% 50% 75% 100%

Kode Program/ 
Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan AKTIVITAS
PK AWAL

Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kalimantan I

Target Capaian Per TriwulanTARGET PK
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Tabel 2.2 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I  
(Ditjen Kawasan Permukiman) 

 

 

 
Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 3 (tiga) Dokumen/ 

Rekomendasi Kebijakan dengan total anggaran sebesar 220.194.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta 

Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu; 

1) Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; 2) Kebijakan Teknis 

Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 3) Dukungan Teknis 

Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sedangkan untuk 

Program Dukungan Manajemen ditetapkan 5 (lima) Layanan dengan total anggaran sebesar 

152.056.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan keluaran 

berupa: 1) Layanan Umum; 2) Layanan Data dan Informasi; dan 3) Layanan BMN. Baik Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Program Dukungan Manajemen, target capaian 

per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, 

dan IV Tahun Anggaran 2026. 

 

2.1.3.  Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan 
Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan merujuk 

pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Perumahan Perdesaan yang 

ditetapkan pada tanggal 02 April 2026. Tabel 2.3 menunjukkan Rincian Target Capaian per triwulan 

Tahun Anggaran 2026. 

ANGGARAN

Jumlah Satuan Pagu TW-I TW-II TW-III TW-IV

IA 3  Dokumen, 
Rekomendasi 

Kebijakan 

220.194.000        15% 50% 75% 100%

7659 3  Dokumen, 
Rekomendasi 

Kebijakan 

220.194.000        15% 50% 75% 100%

2 Dokumen, 
Rekomendasi 

Kebijakan

131.477.000        15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Dokumen Data dan 
Informasi Penyelenggaraan 
Kawasan Permukiman

1 Dokumen 43.800.000          Pengelolaan Data dan Informasi Program 
Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai 
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Laporan Penyusunan 
Kebijakan Teknis 
Penyelenggaraan Klinik 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

1 Rekomendasi 
Kebijakan

87.677.000          Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana 
Penyediaan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman

15% 50% 75% 100%

TARGET PK

Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, 
pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 
evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah 
layak huni

Kode
PK AWAL

Target Capaian Per TriwulanProgram/ 
Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan 
Permukiman

AKTIVITAS

1 Dokumen 88.717.000          15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Dokumen Teknis 
Penyiapan Penanganan Kumuh 
dan Pengembangan Kawasan 
Permukiman

1 Dokumen 88.717.000          Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi 
Penanganan Kumuh dan Pengembangan 
Kawasan Permukiman serta Fasilitasi Serah 
Terima Aset

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di
kawasan permukiman

WA 5 Layanan 152.056.000        15% 50% 75% 100%
7674 5 Layanan 152.056.000        15% 50% 75% 100%

5 Layanan         152.056.000 15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Layanan Umum 3 Layanan 121.256.000        Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan 
Permukiman

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Layanan Data dan 
Informasi

1 Layanan 12.300.000          Pengelolaan Data dan Informasi serta 
Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan 
Permukiman

15% 50% 75% 100%

3) Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 18.500.000          Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman

15% 50% 75% 100%

Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan 
Kawasan Permukiman 
Meningkatnya layanan dukungan manajemen 
Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan 
Permukiman
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Tabel 2.3 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I  
(Ditjen Perumahan Perdesaan) 

 

 

 

 

 
 

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 143 (seratus 

empat puluh tiga) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit dengan total 

anggaran sebesar 15.416.378.000 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus 

ANGGARAN

Jumlah Satuan Pagu TW-I TW-II TW-III TW-IV

IA 143 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Dokumen, 
Laporan, 

Kegiatan, Unit

15.416.378.000     15% 50% 75% 100%

7660 143 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Dokumen, 
Laporan, 

Kegiatan, Unit

15.416.378.000     15% 50% 75% 100%

5 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Dokumen, 
Laporan

177.471.000          15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan, 
Kemitraan, Strategi dan Program 
Prioritas Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

50.555.000            Penyusunan Perencanaan Kegiatan 
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Dokumen Data dan 
Informasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan

1 Dokumen 26.448.000            Pengelolaan Data dan Informasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

3) Jumlah Laporan Pemantauan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan

3 Laporan 100.468.000          Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian 
Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

Target Capaian Per TriwulanTARGET PKKode Program/ 
Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan
PK AWAL

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

AKTIVITAS

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan,
pemrograman, penganggaran, pemantauan dan 
evaluasi dalam pembangunan perumahan 
perdesaan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Kegiatan 21.706.000            15% 50% 75% 100%

1) Koordinasi dan Fasilitasi 
Pembiayaan Perumahan 
Perdesaan

1 Kegiatan 21.706.000            Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi 
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan 
Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

2 Dokumen 59.639.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Dokumen Dukungan 
Teknis Penyiapan Lahan dan 
Perizinan Perumahan Perdesaan

1 Dokumen 32.819.000            Identifikasi dan Perencanaan Penyiapan 
Lahan dan Perizinan

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Dokumen Dukungan 
Teknis Penghunian Perumahan 
Perdesaan

1 Dokumen 26.820.000            Identifikasi dan Perencanaan Penghunian 
Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya akses rumah tangga yang 
terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah 
perdesaan

Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan 
dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

146.152.000          15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Perdesaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

146.152.000          Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan 
Kualitas Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni 
melalui peningkatan kualitas pembangunan 
perumahan di wilayah perdesaan

134 Rekomendasi 
Kebijakan, 

Laporan, Unit

15.011.410.000     15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Pembangunan 
Perumahan Perdesaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

20.533.000            1. Penyusunan Perencanaan Teknis 
Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Laporan Pemantauan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan 
Pembangunan Perumahan 
Perdesaan

1 Laporan 37.939.000            1. Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan 
Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

3) Jumlah Rumah Susun Asrama 
Pendidikan Keagamaan

107 Unit 9.311.318.000       1. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun 
dan Pengadaan Meubelair
2. Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan Rumah Susun

15% 50% 75% 100%

4) Jumlah Rumah Khusus 
Perumahan Perdesaan

25 Unit 5.641.620.000       1. Perencanaan Pembangunan Rumah 
Khusus Perdesaan
2. Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan 
dan PSU Pendukungnya
3. Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak 
Huni di Perdesaan

WA 4 Layanan 71.971.000            15% 50% 75% 100%
7675 4 Layanan 71.971.000            15% 50% 75% 100%

4 Layanan              71.971.000 15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Layanan Umum 3 Layanan 55.971.000            1. Layanan Umum Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perumahan Perdesaan

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Layanan Data dan 
Informasi

1 Layanan 16.000.000            1. Pengelolaan Data dan Informasi serta 
Publikasi

15% 50% 75% 100%

Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan

Meningkatnya layanan dukungan manajemen 
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 
Perdesaan
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Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan 

4 (empat) Layanan dengan total anggaran sebesar 71.971.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan 

Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan keluaran berupa Layanan Umum serta Layanan 

Data dan Informasi. Baik Program Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Program 

Dukungan Manajemen, target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% 

untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026. 

 

2.1.4.  Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan 
Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk 

pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Perumahan Perkotaan yang 

ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2026. Tabel 2.4 menunjukkan Rincian Target Capaian per 

triwulan Tahun Anggaran 2026. 

Tabel 2.4 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I  
(Ditjen Perumahan Perkotaan) 

 

 

 

 

ANGGARAN

Jumlah Satuan Pagu TW-I TW-II TW-III TW-IV

IA 8 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Laporan

318.748.000          15% 50% 75% 100%

7661 8 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Laporan

318.748.000          15% 50% 75% 100%

4 Rekomendasi 
Kebijakan,  
Laporan

141.690.000          15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Kebijakan, Strategi, dan 
Program Prioritas 
Penyelenggaraan Perumahan 
Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

61.014.000            Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan, Strategi 
dan Program Prioritas Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Laporan Pemantauan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan

3 Laporan 80.676.000            Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian 
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

15% 50% 75% 100%

Target Capaian Per TriwulanTARGET PKKode Program/ 
Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan
PK AWAL

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

AKTIVITAS

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, 
Pemograman, Penganggaran, Pemaantauan dan 
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan
Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

36.291.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Penyiapan 
Lahan, Perizinan, dan Penghunian 
Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

36.291.000            Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan 
dan Penghunian Perumahan Perkotaan

15% 50% 75% 100%

1 Rekomendasi 
Kebijakan

36.291.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Pembiayaan 
Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

36.291.000            Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan 
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 
Perkotaan

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan 
dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang 
Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah 
Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

52.238.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Kebijakan 
Penyelenggaraan Pembangunan 
Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

52.238.000            Pelaksanaan Konsolidasi Penyelenggaraan 
Pembangunan Perumahan Perkotaan

15% 50% 75% 100%

1 Rekomendasi 
Kebijakan

52.238.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Kebijakan 
Penyelenggaraan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Perkotaan

1 Rekomendasi 
Kebijakan

52.238.000            Pelaksanaan Konsolidasi Penyiapan Bantuan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

15% 50% 75% 100%

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak 
Huni di Perkotaan

Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni 
melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan 
Perumahan di Wilayah Perkotaan

WA 5 Layanan 115.300.000          15% 50% 75% 100%
7676 5 Layanan 115.300.000          15% 50% 75% 100%

5 Layanan            115.300.000 15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Layanan BMN 1 Layanan 54.000.000            Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN 
Perumahan Perkotaan Balai P3KP

15% 50% 75% 100%

2) Jumlah Layanan Umum 3 Layanan 38.750.000            1. Layanan Umum Direktorat Jenderal 
Perumahan Perkotaan di Balai
2. Layanan Umum Direktorat Jenderal 
Perumahan Perkotaan di Satker

15% 50% 75% 100%

3) Jumlah Layanan Data dan 
Informasi

1 Layanan 22.550.000            1. Pengelolaan Data dan Informasi serta 
Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai 
P3KP

15% 50% 75% 100%

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 
Perkotaan

Program Dukungan Manajemen
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Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 8 (delapan) 

Rekomendasi Kebijakan/ Laporan dengan total anggaran sebesar 318.748.000 (Tiga Ratus 

Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Program 

Dukungan Manajemen ditetapkan 5 (lima) Layanan dengan total anggaran sebesar 115.300.000 

(Seratus Lima Belas Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan keluaran berupa: 1) Layanan BMN; 2) 

Layanan Umum; dan 3) Layanan Data dan Informasi. Baik Program Perumahan dan Kawasan 

Permukiman maupun Program Dukungan Manajemen, target capaian per triwulan ditetapkan 

sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 

2026. 

 

2.1.5.  Penetapan Target di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 
Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk 

pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian 
Risiko yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2026. Tabel 2.5 menunjukkan Rincian Target 

Capaian per triwulan Tahun Anggaran 2026. 

Tabel 2.5 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I  
(Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) 

 
Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 4 (empat) 

Rekomendasi Kebijakan/Laporan dengan total anggaran sebesar 157.614.000 (Seratus Lima 

Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja 

tersebut yaitu: 1) Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; 2) Kebijakan 

Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi; dan 3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target kinerja yang ditetapkan tersebut hanya ada pada unit 

kerja BP3KP Kalimantan I dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, 

dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026. 

ANGGARAN

Jumlah Satuan Pagu TW-I TW-II TW-III TW-IV

IA 4 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Laporan

157.614.000          15% 50% 75% 100%

7662 4 Rekomendasi 
Kebijakan, 
Laporan

157.614.000          15% 50% 75% 100%

1 Rekomendasi 
Kebijakan

33.218.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Keterbukaan Publik, Transparansi 
dan Akuntabilitas

1 Rekomendasi 
Kebijakan

33.218.000            Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, 
Transparansi dan Akuntabilitas

15% 50% 75% 100%

2 Rekomendasi 
Kebijakan

97.856.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengendalian Risiko dan 
Pencegahan Korupsi

2 Rekomendasi 
Kebijakan

97.856.000            1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko
2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan 
Korupsi

15% 50% 75% 100%

1 Laporan 26.540.000            15% 50% 75% 100%

1) Jumlah laporan pemantauan dan 
evaluasi penyelenggaraan tata 
kelola dan pengendalian risiko

1 Laporan 26.540.000            Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 
Kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian 
Risiko

15% 50% 75% 100%

Kode Program/ 
Kegiatan/ 
Sasaran 
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan AKTIVITAS
PK AWAL

Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan 
publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman yang efektif dan akuntabel

Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian 
risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, 
pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan 
evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan 
pengendalian risiko perumahan dan kawasan 
permukiman

TARGET PK Target Capaian Per Triwulan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian 
Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kalimantan I disusun sebagai dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai 

pedoman operasional, tetapi juga sebagai wujud komitmen kelembagaan dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

Penyusunan rencana ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjawab tantangan 

multidimensi yang dihadapi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, 

mulai dari backlog perumahan, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan penataan kawasan 

permukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan setiap program dan 

kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Lebih jauh, dokumen ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan 

daerah, sehingga setiap langkah yang diambil oleh balai dapat mendukung pencapaian target 

RPJMN, Renstra Kementerian PKP, serta rencana pembangunan daerah. Rencana aksi ini juga 

menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penyediaan perumahan dan 

penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan 

kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. 

Dengan demikian, keberhasilan implementasi rencana aksi bergantung pada sinergi seluruh 

pemangku kepentingan yang terlibat. 

Selain itu, rencana aksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam 

setiap tahapan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi bagian integral untuk 

memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya sistem 

evaluasi yang jelas, balai dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan, 

serta merumuskan solusi yang lebih efektif di masa mendatang. 

Pada akhirnya, Rencana Aksi Kinerja ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi 

merupakan komitmen moral dan profesional untuk menghadirkan perumahan dan kawasan 

permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan. Penutup ini 

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi rencana aksi akan menjadi tolok ukur bagi kualitas 

pelayanan publik di bidang perumahan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan inovasi, Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I bertekad untuk terus 

berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. 
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Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal) 

 

 

 
  



�

18 
 

 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 2 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal) 
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Lampiran 3 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal) 
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Lampiran 4 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal) 
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Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 7 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 8 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Kawasan Permukiman) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 9 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 10 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 11 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 12 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perdesaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 13 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 14 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 15 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 16 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perkotaan) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 17 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) 
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 RENAKSI 2026 

RENCANA AKSI KINERJA TA. 2026 
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 

Lampiran 18 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) 
 

 

 
 
 
 



Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak 
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id


